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RANCANGAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
[bookmark: _Hlk212200448]RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat 	:  	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
		
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :		PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1
Ketentuan mengenai:
a. pengaturan umum rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diatur dalam Lampiran I Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini; 
b. bentuk dan susunan laporan rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diatur dalam Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
c. bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diatur dalam Lampiran III Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2 
Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, format laporan rencana bisnis, format laporan realisasi rencana bisnis, dan format laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2024 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk rencana bisnis periode tahun 2027, yang disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2026.

Pasal 4
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



OGI PRASTOMIYONO
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